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ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam
mengelola batas maritimnya yang luas, terutama terkait arus pengungsi ilegal. Studi ini
menganalisis strategi pengamanan laut Indonesia secara komprehensif, dengan fokus pada
modernisasi infrastruktur teknologi seperti sistem radar canggih, pemantauan berbasis satelit, dan
drone untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap perlintasan ilegal. Selain itu, kerja sama
regional melalui mekanisme ASEAN dan patroli gabungan dengan negara-negara tetangga
memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Studi ini juga menekankan
pentingnya kebijakan terintegrasi untuk menangani pengungsi ilegal secara humanis tanpa
mengorbankan kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process
(AHP), penelitian ini mengidentifikasi keamanan nasional sebagai prioritas utama, diikuti oleh
penguatan infrastruktur dan kerja sama regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan
berbasis teknologi, kerja sama lintas negara, dan reformasi kebijakan yang kuat merupakan kunci
untuk mengatasi arus pengungsi ilegal di wilayah maritim Indonesia.

Kata Kunci: Keamanan maritim, Pengungsi ilegal, Indonesia, Kerja sama regional, Kerangka
kebijakan, Integrasi teknologi.

ABSTRACT
Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, faces significant challenges in
managing its vast maritime boundaries, particularly concerning the influx of illegal refugees. This
study analyzes Indonesia's maritime security strategies comprehensively, focusing on modernizing
technological infrastructure such as advanced radar systems, satellite-based monitoring, and
drones to enhance detection and response to illegal crossings. Additionally, regional cooperation
through ASEAN mechanisms and joint patrols with neighboring countries plays a crucial role in
strengthening border surveillance. The study also emphasizes the importance of integrated policies
to manage illegal refugees humanely without compromising national interests. Using the Analytic
Hierarchy Process (AHP), the research identifies national security as the top priority, followed by
infrastructure enhancement and regional collaboration. The findings indicate that technology-
driven approaches, cross-border cooperation, and robust policy reforms are key to addressing the
influx of illegal refugees in Indonesia's maritime domain.

Key words: Maritime security, lllegal refugees, Indonesia, Regional cooperation, Policy
frameworks, Technology integration.

PENDAHULUAN menimbulkan banyak permasalahan khususnya

Seperti yang Kkita ketahui, Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
yang pada saat ini sedang menghadapi tantangan
signifikan dalam mengelola batas maritimnya,
terutama terkait arus pengungsi ilegal
(Missbach, 2021). Oleh karena itu, hal ini akan

pada batas laut Indonesia yang luas. Muncul
permasalahan terhadap arus pengungsi ilegal
yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa adanya
perizinan.  Artikel ini mengkaji  strategi
keamanan maritim Indonesia secara
komprehensif terhadap arus pengungsi ilegal,
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meliputi infrastruktur teknologi, kerangka
kebijakan, dan mekanisme kerja sama regional.
Dalam aspek keamanan laut tentu akan muncul
beberapa pemangku kepentingan utama seperti
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(BAKAMLA), otoritas Imigrasi, pemerintah
daerah, dan otoritas maritim negara-negara
tetangga (Saha, 2023). Para aktor-aktor ini
mempunyai tanggung jawab dan tugasnya
masing-masing dalam menjalankan keamanan
laut Indonesia yang tentunya bertujuan untuk
menjaga kedaulatan serta keamanan nasional
Indonesia. Walaupun aktor-aktor tersebut telah
bekerja dan menjalankan tugasnya dengan
maksimal tetapi tentu masih terdapat celah
dimana kesalahan bisa terjadi. Para pengungsi
ilegal, masih dapat dengan mudah melewati
batas perairan Indonesia dan masuk ke wilayah
Indonesia tanpa adanya izin yang pasti. Artikel
ini  juga membahas mengenai wilayah
perbatasan maritim Indonesia, khususnya di
wilayah-wilayah kritis seperti Selat Malaka,
Laut Sulawesi, dan perairan antara Indonesia
dan Australia, dimana pergerakan pengungsi
paling sering terjadi. Wilayah ini cukup rawan
karena memiliki cakupan yang sangat luas
sehingga tidak dapatnya dilakukan penjagaan
secara maksimal.

Analisis ini cukup relevan dalam
konteks dunia pada saat ini khususnya di tahun
2020-2024 dimana terdapat peningkatan
perpindahan penduduk secara regional dan arus
pengungsi maritim yang dipicu oleh berbagai
faktor geopolitik (Rahman, 2022). Hal ini,
apabila dibiarkan secara terus menerus dapat
memicu permasalahan keamanan nasional.
Dengan masuknya pengungsi ilegal melewati
jalur laut, maka dapat timbul konflik sosial yang
dapat mempengaruhi  masyarakat  lokal.
Pengungsi ilegal yang tidak terdaftar dapat
menimbulkan kekacauan serta keresahan bagi
masyarakat yang pada akhirnya dapat
mengganggu berbagai aspek dari sosial,
ekonomi, kesehatan, sampai dengan budaya.

Tentunya pembahasan dalam artikel ini
bukan semata-mata didasari oleh permasalahan
pengungsi yang biasa. Dibuatnya artikel ini
didasari oleh adanya kebutuhan mendesak untuk
memperkuat kerangka keamanan maritim
Indonesia akibat berbagai aspek. Dalam
beberapa tahun terakhir, Indonesia telah
menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus
perlintasan maritim ilegal. Menurut data dari
BAKAMLA (Badan Keamanan Laut), telah

terjadi peningkatan sebesar 35% dalam insiden
perlintasan ilegal selama periode 2020-2023
(Putra & Rahman, 2023). Hal ini didorong oleh
berbagai faktor seperti konflik regional di
berbagai negara Asia yang memaksa penduduk
mereka untuk mencari suaka. Terdapat juga
penggunaan teknologi navigasi modern oleh

jaringan penyelundup manusia yang
mempermudah  proses  perlintasan ilegal
tersebut. Tidak hanya itu, adanya celah

pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang
luas membuat perlintasan Indonesia semakin
sering terjadi. Serta terdapat keterbatasan
kapasitas patroli di beberapa wilayah perbatasan
maritim Indonesia. Disisi lain, terdapat juga
implikasi keamanan regional yang menjadi
konflik dari masalah ini. Munculnya masalah
perlintasan ilegal tidak hanya berdampak pada
Indonesia tetapi juga terdapat implikasi
signifikan terhadap keamanan Regional Asia
Tenggara.

Tujuan utama dari artikel ini sendiri
yaitu untuk mengembangkan kerangka kerja
terintegrasi untuk meningkatkan keamanan

maritim Indonesia terhadap arus pengungsi
ilegal melalui analisis terhadap infrastruktur
keamanan maritim yang ada; Evaluasi
mekanisme kerja sama regional; Penilaian
implikasi keamanan nasional; serta
Pengembangan  alternatif  strategis  untuk
perbaikan.

METODE PENELITIAN
Avrtikel ini menggunakan metode AHP (Analitik
Hirarki  Proses) dengan tujuan  untuk
menentukan pilihan-pilihan kebijakan terkait
dengan “Strategi Pengamanan Laut Indonesia
terhadap Arus Pengungsi Ilegal”. Metode AHP
sendiri digunakan untuk mengevaluasi dan
membuat keputusan multi-kriteria. Melalui
website Universitas Ciputra dalam Studi
Informatika, Metode ini dikembangkan oleh
seorang profesor ilmu manajemen bernama
Thomas L. Saaty pada tahun 1993. Menurut
Saaty (1993), hierarki ini didefinisikan sebagai
sebuah representasi suatu masalah yang
kompleks dalam struktur multi-level. Multi-
level tersebut terdiri dari level pertama yaitu
target dari penelitian, lalu level kedua yaitu level
faktor, diikuti dengan lanjutan level yang
dimulai dari kriteria, sub-kriteria hingga level
pilihan terakhir.

Dalam artikel ini level hirarki yang
digunakan terdiri dari empat level yaitu Level
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Target atau Ultimate Goal yaitu “Strategi
Pengamanan Laut Indonesia terhadap Arus
Pengungsi llegal”. Lalu terdapat Level Faktor
yang terdiri dari “Sarana Pengamanan Laut”,
“Kerjasama Regional”, dan “Keamanan
Nasional”. Selanjutnya dari hirarki ini, terdapat
Level Tujuan yang terdiri dari “Mencegah
Masuknya Pengungsi Ilegal” dan ‘Pengamanan
Batas Laut Indonesia”. Level terakhir dari
hirarki ini yaitu Level Alternatif Strategi yang
terdiri dari ‘“Penguatan Sarana Teknologi
Pengamanan Laut”, ‘“Penguatan Kebijakan
Pengungsi”, dan “Kerja Sama antar Negara”.
Berikut terlampir hirarki yang digunakan:
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Gambar 3.1 Hierarki
Teknik  pengumpulan data yang

dilakukan untuk artikel ini sendiri berupa
pengisian kuesioner dan wawancara. Instrumen
penelitian dalam artikel yaitu sebagai berikut:
Level 1
Tty

Vardirgtara besamya peran eaang masing Bkt 3 boaah 4 berkartan dergar pengamidan ebjakan Sateg)
hrgararat s whadip s e el

Vaiebe Erate

Sina dngmers Lost ‘

iR SR Ry

||l segend

Copvaran Nasiondl | || {Soraee dergoranme st
L ol | | I || |swanee Nosord
Gambar 3.2 AHP Level 1 Faktor

Level 2

Tope

Bandrghurkh trghan mpertvrgen | pergersh 1 oF arters 1t paee dege fqeen levre burtetss sergen fido

Mercegh Masstrys Pergangsi byl L1V U U B P T L (Reegevinas Bates Lowt doces |
Banegharkeh teguan bapertrgen | pergiruh ol o artien 100 D ie dengit 1w leewys Seriad e sergan fie
Nadiove Sagioasl” dolon poagavilen gk phoe Sveseg Pongarwasn Lint tertudap A Pargungsi gl

Lotk porewy Lk porting

Wedes il « AEELRLEY

Meroogsh Mautres Pergrsibogd

0 UY P U P O B D) B inewgeewn detas Lot whoress |
Bandeghurieh tr gt smpertrgan | sorg et nod @F artars 1k S et hen lirs Serader dergen (e
Nawnarss Noshirul” dalors pergorsdaion Sobsjshin Sssteg) Porgernsran Lot ofhades Lrus Ponpingl hugel

serrwy Isba mrezy

Ve st e 900 | BERLEES Wil

Marorgm Masi s b wras ol Il | | 1] | | | henmrarim s 0wt 2dein
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Untuk artikel ini sendiri dilakukan juga
wawancara mendalam terhadap para responden
dengan tujuan untuk menggali perspektif
responden terkait sarana pengamanan laut, kerja
sama regional dan keamanan nasional sebagai
pengembangan “Strategi Pengamanan Laut
Indonesia terhadap Arus Pengungsi Ilegal” .
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti yaitu melalui proses wawancara dan
kuesioner yang diberikan guna mendapatkan
informasi yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dipaparkan
dalam beberapa matriks berikut, matriks yang
pertama Vyaitu matriks perbandingan faktor
dalam penentuan strategi pengamanan laut
indonesia terhadap arus pengungsi ilegal.
Berikut merupakan hasil analisis level 1 faktor
strategi pengamanan laut indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal;
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Gambar 4.1 Matriks Perbandingan Faktor
Strategi Pengamanan Laut Indonesia
terhadap Arus Pengungsi llegal
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Dalam matriks perbandingan faktor
penguatan strategi pengamanan laut Indonesia
terhadap arus pengungsi ilegal dapat ditarik
kesimpulan dari hasil gabungan 5 pakar bahwa
keamanan nasional menjadi salah satu faktor
terpenting dalam penentuan strategi
pengamanan laut indonesia, kemudian diikuti
oleh sarana pengamanan laut, serta diikuti oleh
kerja sama regional sebagai faktor terakhir
berdasarkan tingkat kepentingan di dalam
penentuan strategi pengamanan laut Indonesia.
Selanjutnya terdapat matriks perbandingan
tujuan terhadap faktor sarana pengamanan laut
dalam penentuan strategi pengamanan laut
Indonesia. Berikut merupakan hasil analisis
level 2 yaitu tujuan terhadap sarana pengamanan
laut Indonesia;
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Gambar 4.2 Matrik Perbandingan Tujuan
terhadap Faktor Sarana Pengamanan Laut

Pada matriks di atas dapat dilihat bahwa
pada perbandingan tujuan terhadap faktor sarana
pengamanan laut ditemukan bahwa pencegahan
masuknya pengungsi ilegal merupakan tujuan
yang lebih penting dibandingkan dengan
pengamanan batas laut. Hal ini mengingat
bahwa faktor sarana pengamanan laut
mempunyai tujuan yang lebih utama ke arah
pencegahan  masuknya pengungsi ilegal
dibandingkan dengan pengamanan batas laut
Indonesia.

Selanjutnya terdapat matriks
perbandingan antara tujuan terhadap faktor kerja
sama regional dalam penentuan strategi
pengamanan laut Indonesia. Berikut merupakan
hasil analisis level 2 yaitu tujuan terhadap kerja

sama regional dalam strategi pengamanan laut
Indonesia;

I WM g (aate w0 F e § B e Pt

Gambar 4.3 Matriks Perbandingan Tujuan
terhadap Faktor Kerja Sama Regional

Berdasarkan matriks di atas dapat
disimpulkan bahwa pengamanan batas laut
Indonesia menjadi suatu hal yang lebih penting
dibandingkan mencegah masuknya pengungsi
ilegal dalam konteks faktor kerja sama regional.
Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa para
responden setuju bahwa tujuan dari faktor kerja
sama regional lebih mengarah pada pengamanan
batas laut Indonesia.

Lalu terdapat matriks perbandingan
antara tujuan terhadap faktor keamanan nasional
dalam penentuan strategi pengamanan laut
Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal.
Berikut merupakan hasil analisis level 3 yaitu
tujuan terhadap faktor keamanan nasional dalam
strategi pengamanan laut Indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal;
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Gambar 4.4 Matriks Perbandingan Tujuan
terhadap Faktor Keamanan Nasional
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Melalui matriks perbandingan tujuan terhadap
faktor keamanan nasional di atas ditemukan
bahwa pengamanan batas laut menjadi tujuan
yang didahulukan dalam  pengambilan
keputusan strategi pengamanan laut Indonesia.
Tujuan pengamanan batas laut lebih penting
dibandingkan dengan mencegah masuknya
pengungsi ilegal dalam konteks faktor keamanan
nasional

Tahap selanjutnya vyaitu  matriks
perbandingan indikator alternatif terhadap
tujuan mencegah masuknya pengungsi ilegal
dalam penentuan strategi pengamanan laut
Indonesia terhadap arus pengungsi ilegal.
Berikut merupakan hasil analisis level 3 yaitu
alternatif terhadap tujuan mencegah masuknya
pengungsi ilegal dalam pengambilan keputusan
strategi pengamanan laut Indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal;
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Gambar 4.5 Matriks Perbandingan Alternatif
terhadap  Tujuan  Mencegah  Masuknya
Pengungsi llegal

Dalam matriks perbandingan alternatif

terhadap  tujuan  pencegahan  masuknya
pencegahan  masuknya pengungsi ilegal,
penguatan kebijakan merupakan alternatif

strategi yang paling penting dalam tujuan
pencegahan masuknya pengungsi ilegal, lalu
diikuti dengan kerja sama antar negara tetangga,
dan yang terakhir yaitu penguatan sarana sebagai
salah satu alternatif tingkat terakhir dalam
pengambilan keputusan strategi pengamanan
laut terhadap arus pengungsi ilegal.

Lalu selanjutnya yaitu  matriks
perbandingan antara alternatif terhadap tujuan
pengamanan batas laut Indonesia. Berikut
merupakan hasil analisis level 3 yaitu alternatif

terhadap tujuan pengamanan batas laut
Indonesia dalam pengambilan keputusan strategi
pengamanan laut terhadap arus pengungsi ilegal;
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Gambar 4.6 Matriks Perbandingan Alternatif
terhadap Tujuan Pengamanan Batas Laut
Indonesia

Berdasarkan  matriks  perbandingan
alternatif diatas, dapat dilihat bahwa penguatan
sarana menjadi alternatif yang paling kuat dalam
konteks tujuan pengamanan batas laut Indonesia.
Lalu yang kedua yaitu kerja sama antar negara
dan diikuti oleh penguatan kebijakan yang
menjadi pilihan terakhir. Dari data diatas dapat
disimpulkan bahwa alternatif strategi berupa
penguatan sarana menjadi suatu hal yang penting

dalam  pengambilan  keputusan  strategi
pengamanan laut Indonesia terhadap arus
pengungsi ilegal dalam konteks tujuan

pengamanan batas laut Indonesia.

Berdasarkan  matriks  perbandingan
faktor, keamanan nasional menjadi faktor
prioritas utama dalam pengambilan keputusan
strategi pengamanan laut Indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal. Hal ini secara langsung
mencerminkan pentingnya menjaga kedaulatan
negara, melindungi integritas perbatasan, dan
memastikan  stabilitas keamanan internal.
Seperti yang telah diketahui juga isu pengungsi
ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi
suatu hal yang harus diperhatikan. Menurut
Darmono (2010), Keamanan Nasional (Kamnas)
dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun
fungsi. Dengan adanya keamanan nasional ini
maka dapat memproduksi dan menciptakan rasa
aman yang dimana masyarakat dapat hidup
dengan damai dan tertib. Pada dasarnya
keamanan nasional ini bersifat luas dan tidak
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hanya berfokus pada satu aspek keamanan.
Mulai dari keamanan laut, permasalahan
dinamika sosial, serta ekonomi juga menjadi
perhatian khususnya apabila dihubungkan
dengan isu pengungsi ilegal ini.

Melalui  website  Kominfo Jatim,
imigran gelap atau dalam hal ini pengungsi
ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia dapat

secara perlahan menimbulkan  gangguan
kehidupan sosial, politik, keamanan, dan
ketertiban masyarakat. Dalam prosesnya,

pengungsi ilegal ini dapat saja disusupi oleh
kegiatan kriminal seperti terorisme, people
smuggling, transnational crime, dan bahkan
perdagangan narkotika. Oleh karena itu,
pengungsi ilegal yang masuk ke Indonesia dapat
dibilang secara perlahan mengancam keamanan
nasional Indonesia. Dengan segala dinamikanya
permasalahan isu pengungsi ilegal ini harus
secara efektif diatasi dari segi pencegahan dan
pengamanan apabila telah masuk ke dalam
wilayah Indonesia. Sehingga pembangunan
infrastruktur  suaka yang memadai dan
terorganisir perlu dilakukan agar pengungsi
ilegal ini dapat dimonitor. Tetapi seperti yang
diketahui, lebih baik mencegah daripada
mengobati, maka artikel ini akan lebih berfokus
pada proses, cara, dan strategi dalam mencegah
agar kuantitas pengungsi ilegal ini berkurang ke
depannya. Pemerintah Indonesia harus mulai
memperkuat pertahanannya mau dari segi sarana
prasarananya, kebijakannya, serta proses kerja
sama regional agar strategi yang dibuat dapat
sesuai dengan kebutuhan pada kenyataannya di
lapangan.

Berdasarkan faktor sarana pengamanan
laut, pencegahan masuknya pengungsi ilegal
menjadi tujuan yang paling penting. Melalui
Peraturan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, dijelaskan
bahwa pengembangan sarana dan prasarana
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
efektivitas pemantauan dan penegakan hukum di
wilayah perairan Indonesia. Adanya sarana
pengamanan laut seperti radar canggih, kamera
pengintai, dan sistem pemantauan berbasis
satelit dapat secara efektif ~mendeteksi
pergerakan kapal yang mencurigakan secara
lebih awal dan cepat. Dengan adanya sarana ini
maka deteksi dini dapat dilakukan secara lebih
cepat sehingga otoritas keamanan dapat
merespons ancaman sebelum kapal pengungsi
ilegal memasuki wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus segera mulai
mengembangkan sarana pengamanan laut dan
mulai menggunakan teknologi canggih seperti
sistem identifikasi otomatis (AIS) serta sistem
pemantauan kapal (VMS) yang sangat penting
dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di
perairan Indonesia. Pelatihan pendidikan
angkatan laut terhadap sistem dan sarana modern
juga harus mulai dilakukan agar anggota militer
dapat mulai terbiasa dalam pengoperasian sarana
militer yang lebih maju. Indonesia harus mulai
berorientasi pada sistem prasarana teknologi
yang modern agar dapat secara maksimal
melakukan pencegahan masuknya pengungsi
ilegal ke dalam wilayah Indonesia.

Faktor selanjut membahas mengenai
kerja sama regional yang dimana pengamanan
batas laut menjadi tujuan penting dalam
mencegah masuknya pengungsi ilegal. Menurut
Atamimi dan Azzqy (2020), kerja sama regional
yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan
Filipina telah melakukan patroli terkoordinasi di
Laut Sulu. Kerja sama regional ini secara
signifikan meningkatkan kemampuan deteksi

dan respons terhadap ancaman maritim
Indonesia. Tidak hanya itu, menurut Manullang
(2023), Indonesia yang memegang

kepemimpinan dalam ASEAN Coast Guard
Forum memberikan peran yang signifikan
terhadap keamanan maritim Indonesia sendiri.
Kepemimpinan Indonesia ini memungkinan
negara-negara anggota untuk berdialog dan
bekerja sama dalam isu keamanan maritim.

Sehingga dalam prosesnya kerja sama
regional ini dapat memperkuat koordinasi antara
coast guard negara masing-masing yang juga
membantu dalam mencegah penyelundupan dan
aktivitas  ilegal lainnya. Dapat ditarik
kesimpulan bahwa faktor kerja sama regional ini
secara signifikan dapat membantu Indonesia
dalam mencapai tujuan pengamanan batas laut
sehingga dapat secara efektif mencegah
masuknya pengungsi secara ilegal. Kegiatan
kerja sama ini harus terus dilakukan guna
bertukar  informasi, peningkatan  sarana
prasarana, dan pelatihan bersama dengan tujuan
untuk menangani potensi-potensi kriminal yang
dapat terjadi di wilayah laut Indonesia dan
sekitarnya.

Melalui faktor keamanan nasional,
pengamanan batas laut menjadi tujuan yang
diprioritaskan dalam pengambilan keputusan
strategi pengamanan laut Indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal. Seperti yang telah
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disebutkan sebelumnya, keamanan nasional
berkaitan erat dengan pengamanan batas laut.
Keamanan nasional Indonesia pada dasarnya
memastikan Indonesia mempunyai kapasitas
dan kekuatan untuk melakukan pengamanan
batas laut Indonesia. Oleh karena itu, berbagai
tindakan akan dilakukan pemerintah Indonesia
agar dapat mencegah masuknya pengungsi
secara ilegal. Tetapi walaupun pada kenyataan
masih banyaknya pengungsi ilegal yang masuk
ke wilayah Indonesia. Dilansir dari website
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
hingga Agustus 2021 terdapat sekitar 13.343
pengungsi dari berbagai negara yang masuk ke
wilayah Indonesia. Menurut UNHCR (2023)
terdapat sekitar 1.752 pengungsi Rohingya yang
masuk ke Indonesia secara ilegal dengan
diturunkan dari kapal di beberapa lokasi seperti
Aceh dan Sumatera Utara.

Hal ini secara signifikan tentu akan
mempengaruhi keamanan nasional Indonesia
khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan
keamanan negara. Seperti yang telah diketahui
pengungsi ilegal ini dapat saja terlibat dalam
tindakan kriminal seperti terorisme,
penyelundupan manusia, atau bahkan transaksi
narkoba. Walaupun cakupannya mungkin tidak
terlalu luas, tetapi para pengungsi ilegal ini dapat
mengganggu  ketertiban serta kenyamanan
masyarakat lokal khususnya di wilayah yang
menjadi suaka para pengungsi tersebut. Dalam
jangka panjang sendiri terdapat kemungkinan
muncul konflik antar masyarakat lokal dengan
para pengungsi sehingga dapat menimbulkan
kekacauan dalam masyarakat yang pada
akhirnya menuntut pemerintah untuk segera
menyelesaikan masalah ini secara cepat.

Dalam pengambilan keputusan strategi
pengamanan laut Indonesia terhadap arus
pengungsi ilegal ini, alternatif strategi yang
ditemukan dalam konteks tujuan mencegah
masuknya pengungsi ilegal yaitu penguatan
kebijakan. Penguatan kebijakan  menjadi
alternatif strategi yang paling cocok dan paling
efektif dalam hal mencegah masuknya
pengungsi ilegal. Karena dengan adanya
kebijakan yang ketat, terarah, dan terkoordinasi
maka proses pencegahan masuknya pengungsi
ilegal dapat dilakukan dengan maksimal.
Pembuatan kebijakan ini bukan hanya berfokus
pada pengungsi ilegal yang masuk ke Indonesia
tetapi pada keamanan pengamanan dalam aspek
militer dan jajarannya. Adanya kebijakan yang
mengatur secara jelas mengenai tugas pemangku

kepentingan utama seperti Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), otoritas
Imigrasi, pemerintah daerah, dan otoritas
maritim negara-negara tetangga (Saha, 2023).
Para aktor-aktor tersebut mempunyai tanggung
jawab dan tugasnya masing-masing dalam
menjalankan keamanan laut Indonesia yang
tentunya bertujuan untuk menjaga kedaulatan
serta keamanan nasional Indonesia. Kebijakan
yang tepat akan dapat memaksimalkan kinerja
dari seluruh pemangku kepentingan tersebut.
Disisi lain dengan adanya kebijakan yang
memang sudah ditetapkan perihal arus
pengungsi ilegal maka akan muncul urgensi
serta keharusan pihak-pihak yang terkait untuk
menjaga batas laut Indonesia agar tidak adanya
tindakan ilegal yang terjadi di wilayah
Indonesia. Seperti contohnya kebijakan yang
mengatur kerja sama dengan UNHCR dengan
tujuan untuk membantu memastikan bahwa
pengungsi ilegal ini ditangani sesuai dengan
standar internasional tanpa harus mengorbankan
kepentingan nasional Indonesia.

Disisi  lain, melalui aspek tujuan
pengamanan batas laut Indonesia, alternatif
strategi yang paling penting dilakukan yaitu
penguatan sarana. Hal ini cukup masuk akal
mengingat mayoritas responden memilih
alternatif penguatan sarana dalam aspek tujuan
pengamanan batas laut Indonesia karena proses
pengamanan batas laut Indonesia secara
langsung berhubungan dengan kapasitas sarana
keamanan laut yang dimiliki oleh Indonesia.
Seperti yang Kkita ketahui sarana prasarana
militer laut Indonesia pada dasarnya masih
tertinggal jauh dibandingkan dengan negara
tetangga. Adanya peningkatan jumlah dan
kualitas kapal patroli, pengembangan teknologi
radar, serta pelatihan personel menjadi suatu
yang wajib diprioritaskan. Sebagai contohnya,
implementasi program modernisasi Bakamla
yang telah meningkatkan kemampuan respons
terhadap pelanggaran batas di Laut Natuna
Utara. Penguatan sarana ini dianggap sebagai
salah satu strategi yang paling penting dalam
tujuan untuk pengamanan batas laut. Karena
pada dasarnya apabila tidak adanya sarana yang
mumpuni maka wilayah batas laut Indonesia
akan terus disusupi berbagai kegiatan kriminal
yang dapat merugikan kedaulatan Indonesia.
Strategi pengamanan laut Indonesia terhadap
arus pengungsi ilegal pada dasarnya
membutuhkan pendekatan komprehensif yang
mengintegrasikan keamanan nasional,
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penguatan sarana, kerja sama regional, dan
kebijakan yang solid. Implementasi dari
penguatan sarana ini pada  dasarnya
mencerminkan prioritas negara dalam menjaga
kedaulatan, stabilitas, dan kepentingan nasional.
Oleh karena itu, kapasitas sarana Indonesia
harus mulai ditingkatkan dan beralih kepada
teknologi yang lebih maju dan modern agar
dapat secara maksimal mencegah serta
mengurangi Kkuantitas pengungsi ilegal yang
masuk ke wilayah Indonesia. Walaupun
memang dengan luasnya wilayah laut Indonesia
mungkin pengawasan tersebut tidak dapat
dilakukan dengan maksimal, tetapi sudah
seharusnya adanya pengembangan strategi agar
jumlah pengungsi ilegal ini berkurang.

SIMPULAN

Secara  kesimpulan, artikel  ini
membahas mengenai strategi pengamanan laut
Indonesia dalam menghadapi arus pengungsi
ilegal yang menjadi tantangan signifikan bagi
keamanan nasional dan kedaulatan negara.
Dengan cakupan wilayah laut yang luas,
permasalahan ini melibatkan faktor seperti
konflik regional, penyelundupan manusia, dan
celah pengawasan yang sering dimanfaatkan
oleh pihak-pihak tidak sah.

Infrastruktur pengamanan laut menjadi
suatu aspek yang penting dalam hal modernisasi
teknologi seperti radar canggih, drone, dan
sistem pemantauan berbasis satelit untuk
meningkatkan deteksi dan respons terhadap
perlintasan ilegal. Kerja sama regional juga
harus mulai ditingkatkan dengan tujuan untuk
koordinasi dengan negara-negara tetangga
melalui mekanisme ASEAN dan patroli
gabungan untuk memonitor jalur strategis dan
berbagi informasi. Disisi lain, diperlukan juga
kebijakan yang terintegrasi, jelas, dan kuat untuk
mengelola pengungsi ilegal, termasuk peran
UNHCR dalam memastikan kepatuhan terhadap
standar internasional tanpa mengorbankan
kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia
juga harus mulai berfokus pada aspek keamanan
nasional dengan  melindungi integritas
perbatasan, stabilitas internal, serta mencegah
infiltrasi ancaman seperti terorisme dan konflik
sosial.

Acrtikel ini pada dasarnya
merekomendasikan pendekatan strategis yang
komprehensif, = menggabungkan  teknologi

modern, penguatan kebijakan, dan kerja sama
internasional untuk mengurangi masuknya

pengungsi ilegal ke wilayah Indonesia secara
signifikan.
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